BAB III

DESKRIPSI FATWA MUI TENTANG KEBOLEHAN VASEKTOMI

A. Hasil Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia tahun 2012 tentang Kebolehan
Vascktomi
1. Deskripsi Masalah

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada 1979 telah
memfatwakan bahwa vascktomi/tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang
ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setalah membahas kertas kerja
yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, KHM. Syakir, dan KHM. Syafi’i
Hadzami, yang menegaskan bahwa; (i) pemandulan dilarang oleh agama; (ii)
vascktomi/tubektomi adalah salah satu bentuk pemadulan; dan (iii) di
Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi/tubektomi dapat
disambung kembali.

Namun, seciring dengan perkembangan teknologi, kini vascktomi
dapat dipulihkan kembali pada situasi semula. Menyambung saluran
spermatozoa (vas deferen) dapat dilakukan oleh ahli urologi dengan
menggunakan operasi menggunakan mikroskop. Namun, kemampuan untuk
dapat mempunyai anak kembali akan sangat menurun tergantung lamanya

tindakan vasektomi.
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Vascktomi, yang dalam terminologi BKKBN dikenal dengan istilah
MOP (Medis Operasi Pria) merupakan salah satu metode kontrasepsi efektif
yang masuk dalam system Program BKKBN. Kelebihan alat kontrasepsi ini
adalah memiliki efek samping sangat kecil, tingkat kegagalan sangat kecil
dan berjangka panjang.

Kalau dulu MOP dianggap permanen, bagaimana pandangan hukum
Islam terhadap vasektomi/tubektomi dengan ditemukannya ‘“rekanalisasi’

(penyambungan ulang)?"

2. Ketentuan Hukum
Vascktomi hukumnya haram, kecuali : (a) untuk tujuan yang tidak
menyalahi syari’at (b) tidak menimbulkan kemandulan permanen (c¢) ada
jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi
reproduksi seperti semula (d) tidak menimbulkan bahaya (madarat) bagi yang
bersangkutan, dan/atau (¢) tidak dimasukkan ke dalam program dan metode

kontrasepsi mantap.2

1 MUI, Fatwa Ijtima’ Ulama, http://mui.or.id/mui/category/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-
ijtima-ulama , diakses pada tanggal 11 juni 2013.

2 Ibid,



46

3. Dasar Penctapan

a. Firman Allah SWT :
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Katakanlah: marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu

oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan
Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu
membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan
memberi rezki kepadamu dan kepada mercka, dan janganlah kamu
mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di
antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh
jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu

(scbab) yang benar518". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu
supaya kamu memahami(nya). [QS. Al-An'am :151]

b. Firman Allah SWT al-Isra: 31
TS Telos 0162308 Oy S5 24855 13 oo s 8T 1,01
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.
Kamilah yang akan memberi rezki kepada mercka dan juga kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mercka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-

Isra’ : 31)*

c. Firman Allah SWT al-Syura: 50

of
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3 Departemen Agama RI, Mushaf al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 189.

* Ibid,, 343.
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“... atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan
(kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa
yang Dia kchendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha

Kuasa. [QS. Al-Syura 42:50]

d. Fiman Allah SWT:

b e Ttldy phe3d A ANISE r-‘mb‘ SERUTEEY IS SIRdlite
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Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mercka telah menjadikan
kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh
anak-anak mercka untuk membinasakan mercka dan untuk mengaburkan
bagi mercka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mercka
tidak mengerjakannya, maka tinggallah mercka dan apa yang mercka
ada-adakan. [QS. Al-An'am 6:137]°

e. Firman Allah SWT:
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Dan aku benar-benar akan menyesatkan mercka, dan akan
membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mercka
(memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mercka benar-benar
memotongnya351, dan akan aku suruh mercka (mengubah ciptaan
Allah), lalu benar-benar mercka merubahnya. Barangsiapa yang
menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya
ia menderita kerugian yang nyata. [QS. Al-Nisa' 4:119]’

3 Ibid,, 501.
6 Ibid 312.

7 Ibid, 154.
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Hadis-hadis Nabi Muahammad SAW, riwayat Ad-Darimi :
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“Dari Mughirah ra ia berkata: “Rasulullah saw melarang mengubur anak

perempuan (hidup-hidup), durhaka pada orang tua, menarik pemberian,

berkata tanpa jelas sumbernya (hanya katanya katanya), banyak

meminta, dan menghambur-hamburkan harta” (HR. Al-Darimi)

. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad :

P H M M o 7 e o -
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“Dari Ibn Masud ra ia berkata: Saya mendengar rasulullah saw melaknat

perempuan yang memendekkan rambutnya, membuat tato yang merubah

ciptaan Allah”. [HR. Ahmad]

Kaidah wusuliyah:

blig 12 & s o) ;F GQJ
“Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana-

298
Sarananya

154.

$ Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fighiyah, (Jakarta: grafindo persada 1999),
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i. Kaidah vsuliyah:
GIA55 15553 ade 3 536 g5
”Hukum itu berputar bersama illatnya (alasan yang menyebabkan adanya

hukum) ada atau tidaknya™.’

j.  Kaidah Fighiyyah:

Lisally Ji3 YT E8GYT L] Pt C&;SJ\ s S8y
“Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan
zaman, tempat, keadaan dan kebiasaan”."

k. Penjelasan Prof. Dr. Farid Anfasa Mocloek, Bagian Obsteri dan
Ginckologi Fakultas Kedokteran Universitas IndonesiaJakarta dan
penjelasan Furqan Ia Faried dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) pada Halgah MUI tentang Vascktomi dan
Tubektomi yang diselenggarakan di Jakarta pada 22 Januari 2009."!

I. Berdasarkan surat Kementerian Keschatan nomor
TU.05.02/V/1016/2012 yang menyatakan bahwa berdasarkan kajian yang
dilakukan oleh Ikatan Ahlia Urologi Indonesia (IAUI) bahwa pasca

tindakan vascktomi dapat dilakukan rekanalisasi (penyambungan

kembali saluran spermatozoa), dimana tindakan rckanalisasi tersebut

? Ibid, 192.
10 /bid, 145.

1 http://mui.or.id/mui/category/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-ijtima-ulama
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pada saat ini telah terbukti berhasil mengembalikan fungsi saluran
spermatozoa serta memulihkan kesuburan seperti sebelum dilakukan
vascktomi. Hasil tindakan rekanalisasi ini dapat dipertanggung
jawabkan, baik secara medis maupun professional.

. Penjelasan Perhimpunan Dokter Spesialis Urologi Indonesia (IAUI),
Vascktomi adalah tindakan memotong dan mengikat saluran
spermatozoa (vas deferens) dengan tujuan menghentikan aliran
spermatozoa, schingga air mani tidak mengandung spermatozoa pada
saat cjakulasi tanpa mengurangi volume air mani.

BKKBN Jawa Timur dalam situs resmi menyatakan bahwa salah satu
kelemahan vascktomi adalah tidak dapat dilakukan pada orang yang
masih ingin mempunyai anak lagi.

Jawaban BKKBN Pusat atas pertanyaan tentang untung ruginya
vascktomi, sebagaimana tertera dalam laman resminya, sebagai berikut:
Vascktomi merupakan metode kontrasepsi mantap (Kontap) jadi salah
satu syarat menjadi peserta vascktomi adalah pasangan suami isteri yang
sudah tidak ingin menambah jumlah anak lagi dikemudian hari, karena
walaupun bisa dilakukan reckanalisasi (penyambungan kembali) saluran
sperma tetapi kembalinya kesuburan tidak seperti semula dan biaya
rekanalisasi itu relatif mahal. Menjadi peserta KB vascktomi tidak ada

ruginya, karena vascktomi merupakan metode yang sangat efektif untuk



51

mencegah kehamilan, aman, murah (sekali untuk sclamanya), tidak
mengganggu fungsi scksual, tidak menimbulkan gangguan ercksi dan

tidak mengurangi libido."

B. Mectode istinbat hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa

a. Pengertian fatwa

Secara ctimologi kata fatwa berasal dari bahasa Arab al-Fatwa.
Menurut Ibnu Mandzur kata fatwa merupakan bentuk masdar dari kata fata,
yafiu, fatwan, yang bermakna muda, baru penjelasan, penerangan.” Pendapat
ini hampir sama dengan pendapat al-Fayumi, sebagaimana yang dikutip oleh
Ma’ruf Amin, yang menyatakan bahwa farwa berasala dari kata faza artinya
pemuda yang kuat. Schingga orang yang mengecluarkan fatwa dikatakan
sebagai mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam
memberikan  penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang
dihadapinya sebagai kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Sedangkan
menurut al-Jurjani fatwa berasal dari fata atau futya, artinya jawaban
terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum, schingga fatwa dalam

pengertian ini diartikan sebagai memberikan penjelasan.™

19.

2 Ibid,
U Tbnu Manzur, Lisan al-‘Arab, (Beirut: Dar Sadir, t.th.), juz XV, 145.

YMa’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008),
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Sedangkan secara terminologi, scbagaimana yang dikatakan olch
Yusuf Qardawi fatwa adalah mencrangkan hukum syara’ dalam suatu
persoalan scbagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa
baik secara perscorangan maupun kolektif."” Kemudian menurut Zamakhsyari
(w. 538 H) seperti yang dikutip oleh Ma’ruf Amin mengatakan bahwa fatwa
adalah penjelasan hukum syara tentang suatu masalah atas pertanyaan
seseorang atau kelompok. '

Dari pengertian di atas, ada dua hal yang penting dan perlu digaris
bawahi, pertama bahwa fatwa bersifat responsif, dimana ia merupakan
jawaban hukum (/legal opinion) atas pertanyaan atau permintaan fatwa (based
on demand). Kedua fatwa secbagai jawaban hukum yang tidak bersifat
mengikat, dengan kata lain orang yang meminta fatwa baik perscorangan,
lembaga, maupun masyarakat tidak harus mengikuti fatwa atau hukum yang
diberikan kepadanya.'’

Pengertian fatwa menurut bahasa (Jugowi) adalah jawaban dalam
suatu kejadian (memberi jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang
terjadi dalam masyarakat) sedangkan menurut istilah syarah ialah suatu

penjelasan hukum syariah dalam menjawab suatu perkara, baik penjelasan itu

Y Yusuf Qardawi, al-Fatwa bain al-Indibat wa al-Tasayyub, (Mesir: Dar al-Qalam, t.th.), 5.
' Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, 20.

7 Ibid.,, 21.
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jelasa atau tidak jelas dan penjelasan itu jelas mengarah pada dua
kepentingan baik kepentingan pribadi, kelompok, atau masyarakat banyak.'®
b. Komisi fatwa MUI

MUI sebagai wadah pengkhidmatan ulama kepada umat Islam di
Indonesia, mempunyai beberapa fungsi dan tugas yang harus diemban. Salah
satu fungsi dan tugas tersebut adalah memberi fatwa keagamaan di
Indonesia. Fatwa sangat dibutuhkan oleh umat Islam yang tidak mempunyai
kemampuan untuk menggali hukum langsung dari sumber sumbernya, karena
fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama, batasan-
batasan, serta menyatakan tentnag haram atau halalnya sesuatu.' Dengan
demikian betapa penting peran ulama dalam memberikan fatwa pada umat,

bahkan ulama merupakan pewaris para nabi sebagaimana sabda NabiSAW:
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“Ulama adalah yang mewarisi para nabi”.?’ Ini berarti bahwa tugas para
ulama (MUI) adalah meneruskan tugas yang dulu dilakukan oleh para nabi.
Dalam hal ini tugas para ulama adalah mengajak masyarakat untuk

melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik

'8 Rohadi Abd. Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan dalam Islam, (Jakarta: PT. Paragonatama
Jaya,1991), 7.

Y'Ma’ruf Amin, Fatwa dalm Sistem Hukum Islam, 21.

20 Sulaiman bin al-Asy’ats Abu Dawud al-Sijistani al-Azadi, Sunan Abi Dawud, ( T tp: Dar
al-fikr, t.th), 341.
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atau yang biasa disebut amar ma’ruf nahi munkar. Hal ini didasarkan pada

firman Allah SWT., dalam surat Ali-Imran: 104:

o e s },/,u/é 2 2 =
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“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar,
merekalah orang-orang yang beruntung”.?' Oleh karena itu, posisi yang
strategis inilah maka fatwa-fatwa MUI yang ditetapkan Majelis Ulama
Indonesia mempunyai daya serap yang tinggi dibanding dengan fatwa yang
dikeluarkan oleh ormas Islam. Keberadaan komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia dipandang sangat penting, karena komisi ini diharapkan dapat
menjawab segala permasalahan hukum yang senantiasa muncul dan semakin
kompleks, yang dihadapi umat Islam Indonesia. Tugas yang diemban komisi
fatwa yakni memberikan fatwa (7fta’) yang bukan pckerjaan mudah karena
mengandung resiko yang berat yang akan dipertanggungjawabkan kepada
Allah SWT.

Tujuaan memberi fatwa adalah menjelaskan hukum Allah kepada
masyarakat yang akan menjadi pedoman dan mengamalkannya. Oleh karena

itu, tidak mengherankan jika hampir dalam semua kitab Ushul al-Figh

! Departemen Agama R, Mushaf al-Qur’an dan Terjemah, 174.
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membahas masalah 7fia’ dan menctapkan scjumlah adab (kode etik) dan
persyaratan yang sangat ketat dan berat bagi scorang yang akan menjadi
mufti. Di antara prinsip dan persyaratan tersebut adalah bahwa mutfti (orang
atau lembaga yang memberikan fatwa) harus mengetahui hukum Islam secara
mendalam berikut  dalil-dalilnya. Tidak dibenarkan berfatwa hanya
berdasarkan keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan yang
tidak ada dasarnya pada dalil.

Fatwa harus dikeluarkan oleh orang atau lembaga yang mempunyai
kompetensi, karena fatwa yang dikecluarkan secara sembarangan akan
melahirkan tindakan ahakkum (perbuatan membuat-buat hukum) dan
tasyarru’ (membuat-buat syari’at baru), kedua hal tersebut dilarang sebagai
mana firman Allah dalamsurat al-Nahl ayat 116:

EPSAP A ar -

A e Ty s IM)&IMumIMlML‘JI}I

5l ¥ I8T33 a1 m
“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebutoleh
lidahmu secara dusta ‘ini halal dan ini haram’, untuk mengadaadakan
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada
kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”.” Dewan pimpinan MUI

adalah terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum, serta Ketua Komisi

2 Ibid,, 342.
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Fatwa MUI. Komisi Fatwa MUI berwenang mengeluarkan fatwa tentang
masalah-masalah keagamaan yang menyangkut umat Islam Indonesia secara
nasional >’

Komisi fatwa MUI merupakan lembaga independen yang terdiri dari
para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki
otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. MUI
dengan scluruh anggota komisi fatwanya selalu berpegang kepada al-Qur’an
dan as-Sunnah dengan memperhatikan pendapat para ulama terdahulu dan
juga menggunakan kaidah ushuliyah atau figliyah. Fatwa merupakan hal yang
sangat penting untuk memberikan penjelasan dan penerangan kepada umat
Islam utamanya berkaitan dengan status hukum maupun kepantasan dan
ctika menurut agam Islam.

Di dalam menyikapi dan berinteraksi dengan kelompok yang berbeda,
MUI tidak fanatik dengan madzhab, kelompok maupun negra. Putusan MUI
ini merupakan putusan lembaga bukan perorangan dan tujuannya adalah
mencapai kebenaran dengan menjaga kebenaran proses kesimpulan dalil,
tujuan-tujuan syara’, realitas keadaan, perubahan situasi dan kondisi serta

pencurahan segala kemampuan untuk menetapkannya. Prosedur penctapan

fatwa MUI adalah menctapkannya.

» Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Direktorat Jenderal BPIH Departemen
Agama RI: Jakarta, 2003), 3.
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Setiap masalah yang disampaikan pada komisi dipelajari oleh anggota
komisi sckurang-kurangnya satu minggu scbelum disidangkan. Apabila
masalah tersebut jelas hukumnya, maka fatwa menjadi gugur. Sedangkan
masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka yang di fatwakan
adalah hasil zarjih. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dengan
memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang,
komisi menetapkan fatwa. Setelah ditandatangani oleh dewan pimpinan,
maka setiap keputusan fatwa harus di tanfidzkan dalam bentuk SKF (surat
keputusan fatwa). SKF harus dengan bahasa yang mudah dipahami olch
masyarakat luas. Dalam SKF juga harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai
dengan uraian dan analisis secara ringkas serta sumber pengambilannya.
Setiap SKF sedapat mungkin disertai rumusan tindak lanjut dan jalan keluar
yang diperlukan sebagai konsckuensi SKF tersebut.”

MUI berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah
keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam secara nasional
maupun masalah keagamaan yang ada di suatu daerah yang bisa meluas ke
dacrah lain. MUI Daerah juga dapat mengeluarkan fatwa mengenai masalah
keagamaan di dacrah dengan berkonsultasi pada MUI atau komisi fatwa

MUIL Penentuan klasifikasi masalah dilakukan oleh tim khusus.?’

% Ibid, 5-6.

2 Ibid., 7.
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Berdasarkan keputusan MUI tanggal 12 April 2000 diserbutkan
bahwa dasar umum dan sifat fatwa adalah *“ penetapan fatwa didasarkan pada
al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Penctapan fatwa bersifat responsif,
proaktif dan antisipasit. Aktivitas penctapan fatwa dilakukan secara kolektif
oleh komisi fatwa”.®

Komisi Fatwa MUI bertugas menerima, mencliti dan mengeluarkan
fatwa atas permintaan fatwa atau masalah hukum Islam dalam buku surat
masuk yang dikirim oleh masyarakat melalui Tim Khusus yang bertugas
menyeleksi permasalahan-permasalahan yang diajukan tersebut. Setelah
meneliti masalah yang diajukan dianggap layak untuk dibahas, kemudian
Komisi Fatwa mengadakan rapat komisi, yang terdiri dari anggota komisi
dan peserta lain yang dianggap perlu dan diketuai oleh Ketua Komisi Fatwa
MUL

Rapat komisi fatwa dinyatakan syah jika dihadiri oleh sekurang-
kurangnya sectengah dari peserta yang diundang rapat atau jika dipandang
perlu telah memenuhi forum oleh peserta yang hadir. Kemudian Komisi
Fatwa MUI mencatat hasil rapat komisi dan melaporkan hasil tersebut
melalui surat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sckretaris Komisi,

kemudian Surat Keputusan Fatwa MUI ditandatangani oleh Ketua Umum,

Sekretaris Umum dan Ketua Komisi Fatwa MUIL Surat Keputusan Fatwa

% Ibid., 384-385.
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MUI kemudian dikirim kepada pihak-pihak terkait dan seluruh anggota
Komisi Fatwa serta MUI Dacrah Tingkat I, Keputusan dipublikasikan pula
melalui Mimbar Ulama dan penjelasanya dalam bentuk artikel.
. Metode penctapan fatwa MUI

Dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur
tertentu yang telah disepakati oleh para ulama, termasuk dalam hal
penggunaan dasar yang menjadi landasan hukum dalam penctapan fakta.
Penctapan fatwa yang tidak mengindahkan tata cara dan prosedur yang ada
merupakan salah satu bentuk rahakkum (membuat-buat hukum) dan
menyalahi esensi fatwa yang merupakan penjelasan hukum syara’ terhadap
suatu masalah, yang harus ditetapkan berdasarkan dalil-dalil keagamaan.

Dalam hal ini para ulama mengelompokkan sumber atau dalil syara’
yang dapat dijadikan dasar penctapan fatwa menjadi dua kelompok, yakni:
dalil-dalil hukum yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar
penctapan fatwa dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan
dasar penctapan fatwa.

Para ulama juga telah menjelaskanapa saja dalil-dalil hukum yang
disepakati untuk dijadikan dasar penetapan fatwa yaitu al-Qur’an, al-Sunnah,
Ijma’, dan Qiyas. Sebagaimana para ulama juga telah menyebutkan dalil-dalil

hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penctapan fatwa, yakni:
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al-Istihsan, al-Istishlah, Maslahah al-mursalah, Sadd al-Dariyah, Madhab
Shahabah dan sebagainya.”’

Dasar yang menjadi justifikasi para ulama dalam menctapkan
klasifikasi pertama yang menyatakan bahwa al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma dan
Qiyas merupakan dalil-dalil hukum yang disepakati untuk menjadi dasar

penctapan fatwa adalah firman Allah SWT:
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya), dan
Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul
kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.””® Di samping ayat tersebut di atas, para ulama yang mempunyai
pendapat bahwa al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma dan Qiyas merupakan dasar
penctapan fatwa para ulama, juga mendasarkan pendapatnya pada hadis

Rasulullah SAW:
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¥ Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sisten Hukum Islam, 55.

 Departemen Agama R, Mushaf al-Qur’an dan Terjemah, 178.
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Rasulullah SAW bertanya kepada Muaz: “Bagaimana engkau
menghukumi sesuatu jika dihadapkan pada persoalan hukum wahai Muaz?”.
Muaz menjawab: “Saya menghukuminya berdasarkan kitab Allah”.
“Bagaimana jika engkau tidak mendapatkan (hukum) di dalam kitab Allah?”,
tanya Rasulullah. Muaz menjawab: “Berdasarkan sunnah Rasulullah”. “‘Jika
tidak mendapatkannya?”, lanjut Rasulullah, “Saya berijtihad dengan akalku”.
Kemudian Rasulullah memukul pundak Muaz sambil mengucapkan: “Segala
puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada delegasi Rasulullah atas
ridha Allah dan Rasulnya.

Meskipun demikian, para ulama memberikan catatan bahwa al-Qur’an,
Sunnah, dan Ijma’ dipandang sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri
dalam menectapkan hukum syari’ah, schingga tidak membutuhkansumber
hukum lainnya dalam menetapkan suatu fatwa. Sedangkan Qiyas tidak
demikian, karena dalam menctapkan hukum dengan menggunakan Qiyas
tetap membutuhkan landasah hukum yang ada dalam al-Qur’an, Sunnah dan
Ijma’, serta memerlukan adanya ‘illat yang ada pada hukum asal. Dengan
demikian dalil qiyas sifatnya tidak independen dengan dalil yang bersifat
naqli, terikat dengan ashl yang terdapat dalam nash al-Qur’an dan Sunnah.

Untuk melakukan tugas ijtihadnya, MUI mempunyai tata cara dalam
penctapan fatwa yang tertuang dalam prosedur penctapan fatwa pada 1986,

yang pada tahun 1997 diganti menjadi “Pedoman Tata Cara Penctapan Fatwa

Majelis Ulama Indonesia”, dan kemudian disempurnakan dengan judul

2 Ahmad bin Hambal Abu ‘Abdullah al-Syaibani, Musnad bin Hanbal, (Kairo:Muassasah
Qurtubah, t.th.), Juz 5, 242.
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Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUT” tahun 2001. Lalu pedoman ini
disempurnakan kembali pada forum Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia I pada tahun 2003. Secara operasional, dalam pedoman penctapan
fatwa MUI disebutkan ada beberapa hal yang menjadi dasar dan metode
penctapan fatwa MUI yaitu dalam Bab II tentang Dasar Umum dan Sifat
Fatwa disebutkan bahwa:*’
1. Penctapan fatwa didasarkan pada al-Qur’an, sunnah (hadits), [jma’, dan
Qiyas serta dalil lain yang mu’tabar.
2. Aktifitas penctapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga
fatwa yang dinamakan Komisi Fatwa.
3. Penctapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.
Kemudian dalam Bab III disebutkan tentang Mectode Penctapan Fatwa
yaitu sebagai berikut:*'
1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para
imam madzhab dan ulama yang mu’tabar tentang masalahnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana
adanya.

3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan madzhab, maka:

0 Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI dalam Himpunan Fatwa MUI, (Jakarta:
Sekretariat MUI, 2010), 5.

31 Ibid, 8.
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a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di
antara pendapat ulama-ulama madzhab melalui metode al-jam’u wa
al-Taufig, dan

b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penctapan
fatwa didasarkan pada hasil 7arjih melalui metode mugaranah dengan
menggunakan kitab-kitab Ushul Figh Muqgaran.

Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan

madzhab, penctapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama 7 (kolektif).

Penctapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum

(al-maslahah al-mursalah)dan maqasid al-syariah.



